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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas implementasi sanksi kategori sedang 

bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menjalankan tugas sebagai guru di Sekolah Menengah 

Atas (SMA) di Kabupaten Tana Toraja. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 

2010 dan Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 94 Tahun 2021, sanksi disiplin diklasifikasikan 

menjadi tiga kategori: ringan, sedang, dan berat. Penelitian ini menggunakan pendekatan 

normatif-empiris dengan metode wawancara dan kuesioner untuk mengumpulkan data primer, 

serta studi kepustakaan untuk data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi 

kategori sedang, seperti penurunan pangkat dan penundaan kenaikan gaji, efektif dalam 

meningkatkan disiplin dan kinerja guru. Namun, belum semua guru mematuhi peraturan 

disiplin ASN tentang jam kerja, disebabkan oleh faktor internal dan eksternal seperti kurangnya 

pemahaman, pengawasan yang lemah, dan sosialisasi peraturan yang kurang intensif. Solusi 

yang diusulkan meliputi peningkatan sosialisasi, intensifikasi pengawasan, penerapan sanksi 

yang tegas, dan pengaturan ulang waktu pelaksanaan tugas guru. Kesimpulannya, 

implementasi sanksi kategori sedang dapat menjadi alat yang efektif dalam meningkatkan 

disiplin dan kinerja guru jika diterapkan dengan adil dan konsisten serta didukung oleh program 

pembinaan yang memadai. 

Kata kunci: sanksi kategori sedang; disiplin ASN; kinerja guru 

 

Abstract 

This study aims to analyze the effectiveness of implementing medium-level sanctions for Civil 

Servants (ASN) who serve as teachers in Senior High Schools (SMA) in Tana Toraja Regency. 

Based on Government Regulation Number 53 of 2010 and Tana Toraja Regent Regulation 

Number 94 of 2021, disciplinary sanctions are classified into three categories: light, medium, 

and severe. This study employs a normative-empirical approach using interviews and 

questionnaires to collect primary data, and literature review for secondary data. The results 

show that medium-level sanctions, such as demotion and salary delay, are effective in 

improving teacher discipline and performance. However, not all teachers comply with the ASN 

discipline regulations regarding working hours, due to internal and external factors such as 

lack of understanding, weak supervision, and insufficient regulation socialization. Proposed 

solutions include enhancing socialization efforts, intensifying supervision, enforcing strict 

sanctions, and reorganizing teacher duty schedules. In conclusion, the implementation of 
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medium-level sanctions can be an effective tool in enhancing teacher discipline and 

performance if applied fairly and consistently, and supported by adequate training programs. 

Keywords: medium-level sanctions, ASN discipline, teacher performance. 

 

1. Pendahuluan 

 Pendidikan merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan sumber daya 

manusia yang berkualitas dan kompetitif. Peran guru sebagai pendidik dan pembentuk karakter 

generasi muda sangat penting dalam mewujudkan tujuan tersebut. Guru yang berstatus 

Aparatur Sipil Negara (ASN) di Indonesia memiliki tanggung jawab yang besar dalam 

menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang berlaku. Salah satu aspek 

yang penting dalam menjaga kualitas pendidikan adalah kinerja dan disiplin kerja guru. 

 Untuk mencapai tujuan nasional, keberadaan ASN sangatlah vital. ASN diberi 

tanggung jawab untuk melaksanakan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas 

pembangunan tertentu. Pelayanan publik yang dilakukan ASN mencakup pemberian layanan 

atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif. Selain itu, ASN juga bertugas dalam 

penyelenggaraan fungsi umum pemerintahan, yang meliputi pendayagunaan kelembagaan, 

kepegawaian, dan ketatalaksanaan. Dalam hal tugas pembangunan, ASN berperan dalam 

pembangunan bangsa (cultural and political development) serta pembangunan ekonomi dan 

sosial (economic and social development) yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan 

kemakmuran masyarakat. 

 ASN mencakup pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja 

yang bekerja pada instansi pemerintah. ASN adalah warga negara Indonesia yang memenuhi 

syarat tertentu dan diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menjalankan tugas dalam 

jabatan pemerintahan atau tugas negara lainnya, serta digaji berdasarkan peraturan perundang-

undangan. Dalam upaya meningkatkan kualitas aparatur negara, perbaikan kesejahteraan dan 

profesionalisme ASN serta sistem karir berbasis prestasi sangatlah penting. Prinsip 

penghargaan dan sanksi diterapkan agar ASN bersikap disiplin dalam mewujudkan 

pemerintahan yang bersih dan berwibawa. 

 Implementasi sanksi disiplin merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh 

pemerintah untuk memastikan bahwa guru menjalankan tugasnya dengan baik dan sesuai 

dengan aturan. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 

tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, sanksi disiplin dibagi menjadi tiga kategori: ringan, 

sedang, dan berat. Sanksi kategori sedang mencakup tindakan seperti penurunan pangkat satu 

tingkat selama satu tahun, penundaan kenaikan gaji berkala selama satu tahun, dan penundaan 

kenaikan pangkat selama satu tahun. 

 Namun, penerapan sanksi tersebut sering kali menimbulkan berbagai dampak yang 

kompleks. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa sanksi disiplin dapat meningkatkan 

disiplin kerja dan kinerja pegawai, sementara penelitian lain mengindikasikan bahwa sanksi 

dapat menurunkan motivasi dan kinerja jika tidak diimbangi dengan dukungan dan pengawasan 

yang memadai. Dalam konteks pendidikan, kinerja guru tidak hanya diukur dari hasil akademik 

siswa, tetapi juga dari aspek non-akademik seperti etika kerja, profesionalisme, dan 

keterlibatan dalam kegiatan sekolah. 

 Guru SMA yang berstatus ASN di Kabupaten Tana Toraja menghadapi tantangan yang 

unik dalam melaksanakan tugasnya. Kondisi geografis yang sulit diakses, keterbatasan sarana 

dan prasarana pendidikan, serta dukungan manajemen yang sering kali kurang optimal 
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merupakan beberapa kendala yang dihadapi. Selain itu, budaya lokal dan adat istiadat juga 

mempengaruhi dinamika hubungan kerja dan penerapan disiplin di sekolah. 

 Dalam konteks ini, penting untuk memahami bagaimana sanksi kategori sedang 

mempengaruhi kinerja dan disiplin kerja guru. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 

dampak implementasi sanksi kategori sedang terhadap kinerja dan disiplin kerja guru SMA 

yang berstatus ASN di Kabupaten Tana Toraja. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan 

dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang efektivitas sanksi kategori 

sedang dalam konteks spesifik Tana Toraja, serta memberikan rekomendasi kebijakan yang 

lebih tepat guna untuk meningkatkan kinerja dan disiplin kerja guru di daerah tersebut. 

 Penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa sanksi disiplin dapat menjadi alat 

yang efektif dalam memperbaiki perilaku dan kinerja pegawai jika diterapkan dengan tepat. 

Namun, jika sanksi tidak diimbangi dengan dukungan dan insentif yang memadai, hal ini dapat 

menyebabkan ketidakpuasan kerja dan penurunan motivasi. Oleh karena itu, penelitian ini juga 

akan mengeksplorasi faktor-faktor pendukung yang diperlukan untuk memastikan bahwa 

sanksi yang diterapkan dapat memberikan hasil yang positif. 

 

2. Metode Penelitian 

 

 Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris, yang mencakup analisis 

peraturan perundang-undangan (statute approach), dokumen, literatur, dan pendekatan kasus 

(case approach). Penelitian dimulai dengan merumuskan masalah, mengumpulkan data primer 

dan sekunder, menganalisis data, dan kemudian menyimpulkan hasil penelitian. 

 Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan pihak terkait di Kabupaten 

Tana Toraja. Sementara itu, data sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan yang 

mencakup peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, kamus, laporan, dokumen, dan 

referensi buku terkait topik penelitian. Data yang dikumpulkan kemudian disusun, diuraikan, 

dan dianalisis secara kualitatif. Hasil analisis disajikan secara deskriptif untuk menjawab 

pertanyaan penelitian. 

 

3. Hasil dan Pembahasan 

 

3.1 Implementasi Sanksi Kategori Sedang Bagi ASN Yang Menjalankan Tugas Sebagai 

Guru Di Sekolah Menegah Atas Di Kabupaten Tana Toraja 

 Mekanisme awal yang diterapkan ketika seorang pegawai negeri melakukan 

pelanggaran adalah dengan memberikan peringatan. Langkah-langkah yang diambil meliputi: 

1. Peringatan Lisan 

 Peringatan lisan diberikan jika pegawai negeri tanpa izin atau alasan yang sah melakukan 

hal-hal berikut: 

a. Terlambat masuk kerja atau meninggalkan tempat kerja saat jam kerja atau pulang 

sebelum waktunya. 

b. Tidak masuk kerja. 

c. Tidak menyelesaikan pekerjaan dengan baik sesuai waktu yang ditentukan. 

2. Peringatan Tertulis 

 Jika peringatan lisan tidak diindahkan, maka atasan dapat memberikan peringatan tertulis, 

yang terdiri dari tiga tahap: 
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a. Peringatan Tertulis Pertama: Diberikan setelah tiga kali peringatan lisan tidak 

diindahkan, dengan tembusan kepada atasan langsung dan petugas daftar hadir. 

b. Peringatan Tertulis Kedua: Diberikan jika dalam empat bulan setelah peringatan tertulis 

pertama, pegawai melakukan pelanggaran yang sama. 

c. Peringatan Tertulis Ketiga: Diberikan jika dalam empat bulan setelah peringatan tertulis 

kedua, pegawai kembali melakukan pelanggaran. 

 Jika seorang pegawai menerima peringatan tertulis ketiga sebanyak tiga kali dalam satu 

tahun, maka akan dikenakan sanksi lebih lanjut berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 

Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Pelanggaran disiplin ini termasuk ucapan, 

tulisan, atau tindakan yang melanggar peraturan, baik di dalam maupun di luar jam kerja. 

 Pegawai yang menerima sanksi administrasi akan mengalami pengurangan tunjangan 

khusus sebagai berikut: 

1. Peringatan Lisan: 

a. Terlambat masuk kerja atau pulang sebelum waktunya: pengurangan tunjangan sebesar 

1% untuk setiap kali keterlambatan atau kepulangan lebih awal. 

b. Tidak masuk kerja: pengurangan tunjangan sebesar 5% untuk setiap hari ketidakhadiran. 

2. Peringatan Tertulis: 

a. Peringatan tertulis pertama: pengurangan tunjangan sebesar 25% selama satu bulan. 

b. Peringatan tertulis kedua: pengurangan tunjangan sebesar 50% selama satu bulan. 

c. Peringatan tertulis ketiga: pengurangan tunjangan sebesar 75% selama satu bulan. 

 Penegakan disiplin di Kabupaten Tana Toraja difokuskan pada kedisiplinan jam kerja. 

Sejak adanya SK Bupati tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja, para pegawai 

menunjukkan peningkatan kedisiplinan dalam hal jam masuk dan pulang kerja, meskipun 

pengawasan di jam kerja masih lemah. 

 Pemberian sanksi administrasi memiliki dampak positif bagi pegawai yang 

bersangkutan dan pegawai lainnya. Sanksi memberikan efek jera dan mendorong pegawai 

untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Menurut PP Nomor 53 Tahun 2010, pegawai 

yang pernah menerima sanksi disiplin dan melakukan pelanggaran serupa akan menerima 

sanksi yang lebih berat. Disiplin yang baik adalah kunci keberhasilan organisasi dalam 

mencapai tujuan. Sanksi administrasi harus disertai dengan pembinaan dan pengawasan yang 

tepat untuk mencegah pelanggaran di masa depan. 

 Sanksi disiplin, jika diterapkan dengan adil dan konsisten, terbukti efektif dalam 

meningkatkan disiplin kerja guru. Peningkatan kepatuhan terhadap peraturan dan penurunan 

tingkat ketidakhadiran menunjukkan bahwa sanksi dapat menjadi alat kontrol yang kuat dalam 

manajemen kepegawaian. Namun, penting untuk memastikan bahwa sanksi tidak hanya 

bersifat hukuman tetapi juga disertai dengan upaya pembinaan yang berkelanjutan. 

 Dampak sanksi terhadap kinerja guru bervariasi tergantung pada individu dan 

konteksnya. Beberapa guru merasa termotivasi untuk memperbaiki diri dan meningkatkan 

kinerja setelah menerima sanksi, sementara yang lain merasa tertekan dan demotivasi. Oleh 

karena itu, penting bagi manajemen sekolah untuk memberikan dukungan psikologis dan 

profesional kepada guru yang menerima sanksi. 

 Kebijakan sanksi harus diterapkan secara adil dan transparan untuk mendapatkan 

dukungan dari seluruh staf. Transparansi dalam proses penjatuhan sanksi dan komunikasi yang 

jelas mengenai alasan dan tujuan dari sanksi dapat membantu mengurangi ketidakpuasan dan 

meningkatkan penerimaan terhadap kebijakan disiplin. 
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 Selain penerapan sanksi, dukungan dan pembinaan dari atasan sangat penting untuk 

memastikan bahwa sanksi berfungsi sebagai alat perbaikan yang efektif. Pembinaan yang 

berkelanjutan dan dukungan moral dapat membantu guru mengatasi dampak negatif dari sanksi 

dan meningkatkan kinerja mereka secara keseluruhan. 

 Implementasi sanksi kategori sedang memiliki potensi untuk meningkatkan disiplin 

kerja guru di SMA di Kabupaten Tana Toraja. Namun, untuk mencapai hasil yang optimal, 

sanksi harus diterapkan dengan adil dan transparan, serta diimbangi dengan dukungan dan 

pembinaan yang memadai. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memahami 

dinamika penerapan sanksi disiplin di lingkungan pendidikan dan dapat menjadi acuan bagi 

kebijakan disiplin ASN di masa depan. 

3.2 Efektivitas Implementasi Sanksi Kategori Sedang Bagi ASN Yang Menjalankan 

Tugas Sebagai Guru Di Salah Satu Sekolah Menengah Atas Di Kabupaten Tana 

Toraja 

 Implementasi Peraturan Disiplin PNS dalam hal kepatuhan terhadap jam kerja 

menunjukkan kontradiksi dengan beban kerja guru yang memerlukan waktu yang lebih 

fleksibel. Guru Sekolah Dasar (SD) diharuskan mematuhi peraturan disiplin PNS dengan 

bekerja selama 37 ½ jam per minggu, dengan rincian mulai pukul 07.00 WIB hingga 14.00 

WIB dari Senin hingga Kamis, pukul 07.00 WIB hingga 11.00 WIB pada hari Jumat, dan pukul 

07.00 WIB hingga 12.30 WIB pada hari Sabtu. Di sisi lain, Guru Sekolah Menengah Atas 

(SMA) memiliki tugas yang membutuhkan fleksibilitas waktu, yang tidak selalu dapat 

diselesaikan dalam jam kerja yang ditentukan oleh Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 94 

Tahun 2021. Beban kerja yang dilakukan di luar jam kerja tidak dihitung sebagai jam kerja 

resmi. 

 Hasil wawancara dengan narasumber mengungkapkan beberapa masalah yang muncul 

dalam penerapan disiplin bagi guru SMA di Kabupaten Tana Toraja: 

1. Faktor Internal: 

a. Kurangnya Pemahaman: Beberapa guru belum sepenuhnya memahami peraturan disiplin 

ASN. 

b. Kurangnya Kesadaran: Guru belum menyadari pentingnya disiplin dan dampaknya 

terhadap pencapaian tujuan pembelajaran. 

c. Pengawasan yang Lemah: Pelaksanaan pengawasan terhadap kepatuhan jam kerja belum 

maksimal. 

d. Ketiadaan Sanksi yang Tegas: Belum ada penerapan sanksi yang tegas bagi pelanggar 

peraturan disiplin ASN. 

2. Faktor Eksternal: 

a. Sosialisasi yang Kurang: Belum ada sosialisasi khusus tentang PP No. 53 Tahun 2010 

dan Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 94 Tahun 2021 kepada guru SMA. 

b. Pengawasan yang Tidak Intensif: Implementasi pengawasan terhadap kepatuhan disiplin 

jam kerja masih kurang intensif. 

c. Ketiadaan Sanksi yang Tegas: Belum ada penerapan sanksi yang tegas bagi guru yang 

melanggar peraturan disiplin. 

d. Kebutuhan Pengaturan Ulang: Waktu pelaksanaan tugas guru perlu diatur ulang agar 

sesuai dengan jam kerja yang ditetapkan. 
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 Berdasarkan wawancara dengan narasumber, berikut adalah solusi yang dapat 

diterapkan untuk mengatasi masalah implementasi disiplin bagi guru SMA di Kabupaten Tana 

Toraja: 

a. Sosialisasi Peraturan: 

 Perlu dilakukan sosialisasi yang lebih intensif mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 53 

Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 

94 Tahun 2021 tentang Hari dan Jam Kerja ASN. 

b. Intensifikasi Pengawasan: 

 Pengawasan terhadap kepatuhan jam kerja guru SMA harus ditingkatkan untuk memastikan 

implementasi disiplin yang lebih baik. 

c. Penerapan Sanksi yang Tegas: 

 Sanksi yang tegas harus diterapkan secara konsisten kepada guru yang melanggar peraturan 

disiplin ASN. 

d. Pengaturan Ulang Waktu Tugas: 

 Waktu pelaksanaan tugas guru perlu diatur ulang agar semua tugas dapat dilaksanakan 

dalam jam kerja tanpa melanggar peraturan disiplin ASN. 

 Sanksi kategori sedang, seperti penurunan pangkat dan penundaan kenaikan gaji, 

memiliki dampak langsung pada perilaku pegawai. Penelitian menunjukkan bahwa sanksi ini 

dapat menimbulkan efek jera yang signifikan. Misalnya, pegawai yang menerima sanksi 

penundaan kenaikan gaji menjadi lebih patuh terhadap peraturan dan lebih berhati-hati dalam 

menjalankan tugas mereka. Studi lain juga menunjukkan bahwa penerapan sanksi yang 

konsisten dapat mengurangi tingkat pelanggaran disiplin di kalangan pegawai. 

 Implementasi sanksi kategori sedang juga berdampak positif pada peningkatan kualitas 

kerja. Guru yang sebelumnya sering terlambat atau tidak menyelesaikan tugas tepat waktu 

menunjukkan perbaikan dalam kinerja setelah menerima sanksi. Efektivitas ini diperkuat oleh 

hasil wawancara dengan kepala sekolah yang menyatakan bahwa sanksi disiplin membuat guru 

lebih bertanggung jawab dan berusaha meningkatkan kualitas pengajaran mereka. Hal ini 

sejalan dengan penelitian yang menemukan bahwa sanksi disiplin dapat meningkatkan 

produktivitas dan efisiensi kerja pegawai. 

 Efektivitas sanksi kategori sedang juga dapat dilihat dari dampak jangka panjangnya 

terhadap lingkungan kerja. Peningkatan disiplin dan kinerja guru menciptakan budaya kerja 

yang lebih profesional dan kondusif untuk pembelajaran. Guru-guru yang menerima sanksi 

disiplin dan kemudian memperbaiki kinerja mereka sering kali menjadi contoh bagi rekan-

rekan mereka, mendorong lingkungan kerja yang lebih positif dan produktif. 

 Sanksi disiplin yang efektif harus diimbangi dengan dukungan manajemen dan program 

pembinaan. Manajemen sekolah harus memberikan bimbingan dan pelatihan kepada guru yang 

menerima sanksi untuk membantu mereka memperbaiki kinerja. Dukungan ini meliputi 

program pelatihan profesional, mentoring, dan evaluasi berkala. Penelitian menunjukkan 

bahwa kombinasi sanksi disiplin dengan pembinaan yang baik dapat meningkatkan efektivitas 

sanksi dan membantu pegawai mencapai kinerja yang diharapkan. 

 Salah satu faktor penting yang menentukan efektivitas sanksi adalah keadilan dan 

transparansi dalam penerapannya. Guru yang merasa bahwa sanksi diberikan secara adil dan 

berdasarkan alasan yang jelas cenderung menerima sanksi tersebut dan berusaha memperbaiki 

diri. Sebaliknya, sanksi yang diterapkan secara tidak adil dapat menimbulkan ketidakpuasan 

dan resistensi di kalangan pegawai. Oleh karena itu, penting bagi manajemen sekolah untuk 

memastikan bahwa proses penjatuhan sanksi dilakukan dengan transparan dan sesuai prosedur. 
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 Pengurangan tunjangan sebagai bagian dari sanksi kategori sedang juga memiliki 

dampak ekonomi yang signifikan bagi pegawai. Pengurangan tunjangan ini tidak hanya 

mempengaruhi kesejahteraan finansial pegawai tetapi juga menjadi pendorong untuk 

meningkatkan kinerja agar tidak menerima sanksi serupa di masa depan. Studi menunjukkan 

bahwa insentif finansial, baik dalam bentuk penghargaan maupun sanksi, dapat mempengaruhi 

motivasi dan kinerja pegawai. 

 Studi kasus di salah satu SMA di Kabupaten Tana Toraja menunjukkan bahwa 

penerapan sanksi kategori sedang berhasil meningkatkan disiplin dan kinerja guru. Kepala 

sekolah melaporkan bahwa setelah penerapan sanksi, tingkat ketidakhadiran menurun dan 

kualitas pengajaran meningkat. Guru yang menerima sanksi juga menunjukkan perubahan 

perilaku yang positif, seperti lebih tepat waktu dan lebih fokus pada tugas mereka. 

 Selain itu, lingkungan kerja secara keseluruhan menjadi lebih kondusif dengan adanya 

perbaikan dalam etika kerja dan profesionalisme. Hal ini menunjukkan bahwa sanksi disiplin 

yang diterapkan dengan tepat dan didukung oleh manajemen yang kuat dapat mencapai tujuan 

yang diinginkan. 

 Efektivitas implementasi sanksi kategori sedang bagi ASN yang bertugas sebagai guru 

di SMA di Kabupaten Tana Toraja terbukti melalui perubahan perilaku pegawai, peningkatan 

kualitas kerja, dan dampak positif jangka panjang terhadap lingkungan kerja. Namun, untuk 

mencapai hasil yang optimal, sanksi harus diterapkan secara adil dan transparan serta didukung 

oleh program pembinaan yang memadai. Dengan demikian, sanksi disiplin dapat menjadi alat 

yang efektif dalam meningkatkan disiplin dan kinerja pegawai. 

 

4.  Kesimpulan 

 

 Implementasi sanksi disiplin bagi ASN, khususnya guru SMA di Kabupaten Tana 

Toraja, diatur dalam PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin ASN. Peraturan ini 

mengklasifikasikan pelanggaran disiplin menjadi tiga kategori: ringan, sedang, dan berat. Guru 

yang tidak mematuhi ketentuan disiplin ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan kategori 

pelanggarannya. 

 Penelitian ini menemukan bahwa belum semua guru SMA mematuhi peraturan disiplin 

ASN mengenai jam kerja. Faktor-faktor yang menyebabkan ketidakpatuhan ini terbagi menjadi 

faktor internal, seperti kurangnya pemahaman dan kesadaran akan pentingnya disiplin, serta 

pengawasan yang belum maksimal dan ketiadaan sanksi yang tegas. Faktor eksternal meliputi 

kurangnya sosialisasi peraturan, pengawasan yang tidak intensif, dan kebutuhan akan 

pengaturan ulang waktu pelaksanaan tugas guru agar sesuai dengan jam kerja resmi. 

 Efektivitas implementasi sanksi kategori sedang terbukti dalam meningkatkan disiplin 

dan kinerja guru. Sanksi disiplin, jika diterapkan dengan adil dan konsisten, dapat 

menimbulkan efek jera yang signifikan, meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerja, serta 

menciptakan lingkungan kerja yang lebih profesional dan kondusif. Penerapan sanksi harus 

diimbangi dengan dukungan manajemen dan program pembinaan untuk membantu guru 

memperbaiki kinerja mereka. 

 Penelitian ini juga menekankan pentingnya keadilan dan transparansi dalam penerapan 

sanksi, serta dampak ekonomi dari pengurangan tunjangan. Penerapan sanksi yang adil dan 

transparan, didukung dengan sosialisasi peraturan dan pengawasan yang intensif, akan 

meningkatkan kepatuhan dan kinerja guru. Kombinasi sanksi disiplin dengan pembinaan yang 
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baik dapat meningkatkan efektivitas sanksi dan membantu pegawai mencapai kinerja yang 

diharapkan. 

 Kesimpulannya, pelaksanaan sanksi bagi ASN yang melakukan pelanggaran disiplin di 

Kabupaten Tana Toraja, khususnya guru SMA, harus dilaksanakan secara maksimal dengan 

pengawasan yang lebih intensif dan pemberian sanksi yang tegas. Hal ini akan memastikan 

bahwa semua guru mematuhi peraturan disiplin ASN tentang jam kerja, sehingga tujuan 

pembelajaran dapat tercapai dengan lebih baik. 
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